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Abstrak
 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan wilayah yang diberikan keistimewaan oleh Undang-

Undang untuk dapat menerapkan hukum setempat berdasarkan syariat Islam. Aceh dapat mengeluarkan

aturan Qanun yang mengatur dalam berbagai aspek baik dari segi sosial, politik dan ekonomi. Pada tahun

2018 Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga jasa keuangan

syariah, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap produk, jasa dan transaksi keuangan di Provinsi Aceh

wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Permasalahan pada tesis ini dibagi menjadi 2 (dua) hal

yaitu bagaimanakah perlindungan terhadap hak memilih nasabah perbankan di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan

bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak-hak konsumen oleh Perbankan Syariah.

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan menguji

permasalahan dengan aturan hukum yang berlaku dan literatur terkait serta dilengkapi dengan keterangan

pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah perlindungan terhadap

hak memilih nasabah perbankan di Provinsi Aceh dapat dilaksanakan secara cukup baik oleh regulator

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama stake holder terkait yang memberikan perlindungan secara preventif

dan juga represif. Nasabah diberikan pilihan untuk tetap dapat menjadi nasabah perbankan konvensional

dengan migrasi akun kepada Provinsi terdekat yaitu Sumatera Utara selanjutnya nasabah akan dilayani

dengan layanan internet dan mobile banking. Lalu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dalam

menyelesaikan sengketa konsumen khususnya dalam sektor jasa keuangan telah diakomodir oleh OJK yang

membentuk sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK). OJK juga

dapat untuk memberikan sanksi serta memerintahkan ganti kerugian untuk konsumen pada Pelaku Usaha

Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan Market Conduct khususnya dalam hal ini bank yang akan

melakukan konversi prinsip terhadap produk/layanan di Provinsi Aceh. Sebagai saran yang dapat diberikan

OJK bersama Pemerintah dapat memberikan ketentuan khusus untuk memberikan layanan perbankan

konvensional khusus untuk masyarakat non muslim di Aceh.

......Nanggroe Aceh Darussalam province is a territory that is given the privilege by law to be able to apply

local laws based on Islamic sharia. Aceh can issue Qanun rules that regulate in various aspects both in terms

of social, political and economic. In 2018 Aceh issued Qanun Regional Regulation No. 11 of 2018 on

Islamic financial services institutions, which basically stipulates that every product, service and financial

transaction in Aceh Province must be implemented based on Sharia principles. The problem in this thesis is

divided into 2 (two) things, namely how to protect the right to choose banking customers in Nanggroe Aceh

Darussalam Province after the implementation of Qanun Number 11 of 2018 on Islamic Financial

Institutions and how to resolve disputes against violations of consumer rights by Islamic Banking. The
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method used by the author is a method of juridical-normative legal research by testing problems with the

applicable rule of law and related literature and equipped with information of parties related to this research.

The conclusion that can be given is that the protection of the right to choose banking customers in Aceh

Province can be implemented quite well by the Financial Services Authority (OJK) regulator, along with

related stake holders who provide protection preventively and also repressively. Customers are given the

option to still be able to become conventional banking customers with account migration to the nearest

province of North Sumatra, and customers will be served with internet and mobile banking services. Then

the dispute resolution implemented in resolving consumer disputes, especially in the financial services

sector, has been accommodated by OJK which formed an alternative financial services sector dispute

resolution agency (LAPS SJK). OJK can also sanction and order compensation for consumers to Financial

Services Business Actors who violate the provisions of Market Conduct, especially in this case banks that

will convert principles to products / services in Aceh Province. As advice that can be given by OJK with the

Government can provide special provisions to provide conventional banking services specifically for non-

Muslim communities in Aceh.


